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WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 5 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN  

KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG  

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa penataan Perangkat Daerah merupakan 
salah satu bentuk kewenangan otonomi yang 
dimiliki pemerintah daerah; 

b. bahwa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang sosial telah 
mengalami perubahan nomenklatur; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 
perlu dilakukan untuk penyesuaian nomenklatur; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 

 

2.  Undang-Undang … 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3143); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3796); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5606); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4967); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5235); 

 

 

 

 

 

8.  Undang-Undang … 
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8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Pengesahan Convention on the Right of Person with 
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak 
Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2017, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5251); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5871); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 
tentang Penanggulangan Gelandangan dan 
Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 
tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak 
yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3367); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5294); 

 

 

 

15.  Peraturan … 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 
tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
913); 

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan 
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan 
Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
Nomor 27); 

19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06); 

20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN 

dan 

WALIKOTA PASURUAN 
 
 
 
 
 
 
 

MEMUTUSKAN: … 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 13 
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG 
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL. 

 
 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 
11) diubah sebagai berikut: 

 
 

1. Ketentuan angka 4, angka 5, dan angka 6 Pasal 1 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud 
dengan: 

1. Kota adalah Kota Pasuruan. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota 
Pasuruan. 

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Kota Pasuruan. 

5. Dihapus. 

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang sosial. 

7. Dihapus. 

 

 

 

 

 

8.  Penyelenggaraan … 

Kommentar [t1]: Tidak disebutkan 
dalam batang tubuh 

Kommentar [t2]: Tidak disebutkan 
dalam batang tubuh 
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8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah 
upaya yang terarah, terpadu, dan 
berkelanjutan yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Kota, dan 
masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial 
guna memenuhi kebutuhan dasar setiap 
warga negara, yang meliputi rehabilitasi 
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 
dan perlindungan sosial. 

9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi 
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 
dan sosial warga negara agar dapat hidup 
layak dan mampu mengembangkan diri, 
sehingga dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya. 

10. Rehabilitasi Sosial adalah proses 
refungsionalisasi dan pengembangan untuk 
memungkinkan seseorang mampu 
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 
dalam kehidupan masyarakat. 

11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya 
yang diarahkan untuk mencegah dan 
menangani risiko dari guncangan dan 
kerentanan sosial. 

12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya 
yang diarahkan untuk menjadikan warga 
negara yang mengalami masalah sosial 
mempunyai daya, sehingga mampu 
memenuhi kebutuhan dasarnya. 

13. Jaminan Sosial adalah skema yang 
melembaga untuk menjamin seluruh rakyat 
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang layak. 

14. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya 
sementara yang diberikan kepada 
penyandang masalah kesejahteraan sosial 
dengan maksud untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial. 

15. Organisasi sosial adalah Lembaga Pemerintah, 
lembaga swasta maupun lembaga lainnya, 
Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan 
yang berbadan hukum atau tidak berbadan 
hukum yang menyelenggarakan usaha 
kesejahteraan sosial. 

 

 

 

 

16.  Lembaga … 
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16. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah 
organisasi sosial atau perkumpulan sosial 
yang melaksanakan Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh 
masyarakat, baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan hukum. 

17. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan 
kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/ 
atau pemerintah yang memberikan pelayanan 
kesejahteraan sosial. 

18. Standar Minimum Sarana dan Prasarana 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah 
ukuran kelayakan yang harus dipenuhi 
secara minimum baik mengenai kelengkapan 
kelembagaan, proses, maupun hasil 
pelayanan sebagai alat dan penunjang utama 
dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

19. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
yang selanjutnya disingkat PMKS adalah 
perorangan, keluarga atau kelompok 
masyarakat yang sedang mengalami 
hambatan sosial, moral dan material baik 
yang berasal dari dalam maupun dari luar 
dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan 
fungsinya untuk memenuhi kebutuhan 
minimun baik jasmani, rohani, maupun 
sosial. 

20. Keluarga adalah unit terkecil dalam 
masyarakat yang terdiri dari suami-istri, 
suami-istri dan anaknya, atau ayah dan 
anaknya, atau ibu dan anaknya. 

21. Penyandang cacat adalah setiap orang yang 
mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, 
yang dapat mengganggu atau merupakan 
rintangan dan hambatan baginya untuk 
melakukan kegiatan secara selayaknya, yang 
terdiri dari:  

a. penyandang cacat fisik; 

b. penyandang cacat mental; dan 

c. penyandang cacat fisik dan mental.  

22. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam 
keadaan tidak sesuai dengan norma 
kehidupan yang layak dalam masyarakat 
setempat, serta tidak mempunyai tempat 
tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah 
tertentu dan hidup mengembara di tempat 
umum. 

 

 
23.  Penjangkauan … 
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23. Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat 
untuk mendapatkan informasi yang seluas-
luasnya mengenai Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial.  

24. Dihapus. 

25. Korban bencana adalah orang atau 
sekelompok orang yang menderita atau 
meninggal dunia akibat bencana. 

26. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA 
adalah zat/obat yang berasal dari tanaman 
atau bahan tanaman baik sintetis maupun 
semi sintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. 

27. Orang dengan virus HIV/AIDS yang 
selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang 
sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum 
bergejala maupun yang sudah bergejala. 

 
 

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) 
Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 10 

 
(1) Perencanaan Kesejahteraan Sosial 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi penunjang 
perencanaan serta penelitian dan 
pengembangan, dan didukung oleh Perangkat 
Daerah terkait. 

(2) Pelaksanaan dan penanganan Kesejahteraan 
Sosial dilakukan secara koordinatif oleh 
Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah 
terkait. 

(3) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Walikota. 

(4) Walikota dalam melakukan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat melimpahkan kepada Pejabat 
yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah. 

 

 

(5)  Penerapan … 

Kommentar [t3]: Tidak disebutkan 
dalam batang tubuh 
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(5) Penerapan sanksi atas pelanggaran 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarkan urusan pemerintahan 
bidang ketenteraman dan ketertiban umum 
serta perlindungan masyarakat sub urusan 
ketenteraman dan ketertiban umum, Dinas 
dan/atau Pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh 
penyelenggara Kesejahteraan Sosial. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan. 

 
 
 
Ditetapkan di Pasuruan 
Pada tanggal 23 Juli 2019 
 

WAKIL WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 

RAHARTO TENO PRASETYO 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 23 Juli 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
Ttd,  

 
BAHRUL ULUM 

 
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 5 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN:142-5/2019 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
Ttd, 

 
YUDHI HARNENDRO, SH, M.Si 

Pembina Tk. I 
NIP. 19681027 199403 1 008 

 


	RAHARTO TENO PRASETYO

